Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Penyel esaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan
administras berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004
tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat (2) undang;)undang

nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solvin
mechanism of state financial loss due to administrative failure and/or
error based on article 59 of law number 1 of 2004 on state treasury and
article 20 (2) of law number 30 of 2014 on government administration
Marbun, Nindya Meylani, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 7id=20439855& | okasi=| okal

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan
penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara
selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan
karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan
khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara
memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian
kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan
peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ?hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.
<hr><i>Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and/or error should be an
administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Y ear
2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law
ignores the state administration. Thisis due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not
al irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctionsiif
the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of
their Standard Operating state financial losses due to errors/ omissions of Administrative can be resolved
administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government
administration.</i>
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